BAB 6: PENUTUP

6.1. Kesimpulan
6.1.1. Pemecahan Masalah Kemishinan dan Asas Keadilan Sosial

Pada hakekatnya pemecahan masalah kemiskinan itu merupakan upaya
perwujudan potensi rakyat, baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik.
Kedua bidang ini tidaklah dapat dipisahkan satu sama lain dan harus diselengga-
rakan secara integral. Rakyat dengan tingkat kemakimuran yang relatif tinggi tetap
akan dibadapkan pada masalah kerentanan, dan sewaktu-waktu terancam jatuh
miskin kembali. Terutama apabila mereka senantiasa dilanda kecemasan dan
ketidak-pastian, yang disebabkan karena diabaikannya kebebasan rakyat untuk
mengaktualisasikan diri mereka. Kebebasan untuk berinisiatif, berkreasi, serta
berinovasi untuk maju dan mengembangkan diri menjadi tertutup. Inisiatif,
kreativitas, dan inovasi merupakan modal dasar setiap orang untuk mengembang-
kan diri. Pada gilirannya hal ini juga merupakan persyaratan yang asasi untuk
terbebas atau membebaskan diri dari kemiskinan.

Di samping itu, kesenjangan sosial akan terancam semakin melebar pula,
Jika tidak ada kesempatan yang terbuka bagi setiap warga untuk mengakses setiap
peluang dan informasi yang ada, baik di bidang ekonomi maupun politik. Apalagi
Jika tingkat kemakmuran yang dicapai oleh sekelompok kaum mampu itu ternyata
merupakan hasil perilaku dan sikap ketergantungan mereka kepada seg::ila jenis
fasilitas dan kemudahan publik, yang seharusnya diselenggarakan dalam rangka
reksa kepentingan umum. Prioritas untuk maju serta mengemfmngkan diri itu
tidak seharusnya diletakkan di tangan kaum mampu.

Kondisi ini menjadi semakin rumit di kalangan rakyat atau kaum miskin.
Kaum miskin yang tidak memperoleh prioritas dari pemerintah, tetap akan berada
di dalam kemiskinan, karena akan selalu kalah dengan mereka yang memiliki

kemampuan dan kapasitas yang lebih. Termasuk dalam kategori kemampuan dan

<G



143

kapasitas ini adalah kebebasan untuk mengungkapkan diri dan kesempatan yang
terbuka pula bagi kaum miskin baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik.
Tampaklah di sini betapa asas keadilan sosial itu merupakan sesuatu yang asasi
dalam reksa Hukum Administrasi.
6.1.2. Fungsi Hukum Administrasi
Dengan demikian jelaslah bahwa tujuan utama Hukum Administrasi dalam
fungsinya untuk memecahkan masalah kemiskinan tersebut adalah mengatur
penggunaan wewenang pemerintahan oleh pemerintah, peranserta rakyat dalam
pemerintahan, dan pengayoman hukum, dalam rangka
a. menciptakan perubahan mentalitas baik di lingkungan pemerintahan maupun
di lingkungan peradilan, yang, telah menyebabkan Intennya kemiskinan yang
bersifat struktural-ontologis itu.
b. mengarahkan rakyat kepada kehidupan modemn yang demokratis dan rasional,
cfektif dan efisien, profesional dan konsisten
¢. menjaga nilai-nilai dan martabat kemanusiaan, yang dalam koniteks Indonesia
terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, di tengah gemuruhnya proses
pembangunan yang merupakan realisas proses modernisasi yang sarat dengan
gejala-gejala konsumerisme, materialisme dan teknologisme, terutama dengan
semakin menguatnya fenomena globalisasi dengan konsep pasar bebasnya.
Hal-hal ini terbukti telah semakin memperlebar kesenjangan sos’ieil, dan
terlemparnya rakyat kecil atau kaum miskin dari interaksi sosial yang wajar.
Untuk itulah asas keadilan sosial perlu menjadi dasar Hukum Administras;
guna memungkinkan terciptanya struktur sosial yang adil dan tereliminasikannya
kemungkinan semakin melebarnya kesenjangan sosial. Demikian pula Hukum
Administrasj di da!am menyelenggarakan fungsinya itu perlu selalu berorientasi
kepada kaum miskin.
Akan tetapi uraian pada bab-bab yang lalu membuktikan bahwa Hukum
Administrasi prakiis tidaklah berfungsi sebagaimana yang seharusnya. Ada begitu
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banyak ancaman, tekanan, hambatan, dan gangguan yang menghadang berfungsi-
nya Hukum Administrasi atas dasar asas keadilan sosial itu, baik secara normatif,
instrumental, maupun dalam rangka pengayoman hukum. Hal ini mendorong
kaum miskin menjadi semakin terpuruk, seperti yang telah tersebut di atas.

Pada gilirannya, Hukum Administrasi itu merupakan mesin pendorong
pokok reksa hukum modem (Wijk, 1988:33). Apabila Hukum Administrasi tidak
berfungsi seperti yang seharusnya, masuk akallah jika hukom itu sendiri secara
keseluruhan menjadi tersendat-sendat jalannya. lbarat sebuah kapal yang tidak
dapat berlayar, karena mesin pendorong pokoknya macet.
6.1.3. Fungsi Normatif Hukum Administrasi

Secara normatif, Hukum Administrasi dalam hal upaya hukum pemecahan
masalah kemiskinan ini berfungsi untuk menata dan memberi arahan, baik bagi
pemerintah mefupun bagi rakyat. Terhadap pemerintah, selaras dengan asas
kebebasan untuk mengungkapkan diri, Hukum Administrasi berfungsi menata dan
mengarahkan reksa pemerintahan yang transparan dan yang melibatkan peranserta
rakyat dalam mengupayakan kesejahteraan umum rakyat itu sendiri. Pemerintah
dalam reksa pemerintahan ini bertindak hanya sekedar sebagai jurumudi, yang
mengarahkan jalannya bahtera negara, dan bukan lagi sebagai pendayung yang
mengatur segalanya. Sekaligus pemerintah memberi perhatian dan pengayoman
kepada kaum miskin, sesuai dengan asas prioritas kepada kaum miskin.

Namun demikian uraian pada bab yang terdahulu membuktikan bahwa
fungsi normatif bagi pemerintah itu praktis absen. Hukum Administrasi terbukti
tidak mampu menyelenggarakan fungsinya di dalam mengatur dan mengarahkan
perilaku pemerintah. Pemerintah justru terbukti melanggar asas keadilan sosial ifu
sendin. Sebaliknya fungsi normatif bagi rakyat sepenuhnya terselenggara. Namun
penyelenggaraan fungsi normatif bagi rakyat ini kiranya diwarnai dengan pelbagai

pelanggaran atas nilai-nilai dan martabat kemanusiaan.
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6.1.4. Fungsi Instrumental Hukum Administrasi

Secara instrumental, Hukum Administrasi dalam upaya hukum pemecahan
masalah kemiskinan ini terutama berfungsi secara pasif melalui perencanaan.
Dalam merumuskan tujuan dan langkah-langkah yang akan diambil dalam setiap
perencanaan yang menyangkut masalah kemiskinan, yang pertama-tama perlu
dirumuskan ada}ah asas keadilan sosial sebagai dasar hukum utamanya. Artinya,
perencanaan yéng hendak disusun itu merupakan cerminan dari asas kebebasan
untuk mengungkapkan diri, asas kesempatan yang sama, dan asas prioritas kepada
kaum miskin,

Selanjutnya secara instrumental Hukum Administrasi perlu mengatur dan
mengarahkan agar pembangunan itu dilakukan oleh rakyat. Rakyat termasuk
kaum miskin merupakan pelaku utama pembangunan. Pemerintah dalam hal ini
hanyalah sekedar membert arah dan tujuan, inspirasi dan motivasi, serta fasilitas
yang diperlukan, serta bersifat akomodatif, dengan tetélp mendasarkan diri pada
asas keadilan sosial. Hal ini berarti rakyat terutama kaum miskin akan berfungsi
sebagai subyek pembangunan dan bukan lagi sekedar penonton atau bahkan
obyek pembangunan ifu.

Akan tetapi uraian bab yang lalu menunjukkan bahwa fungsi instrumental
Hukum Administrasi ini tidaklah terselenggara sebagaimana yang seharusnya.
Peraturan perundang-undangan yang merupakan instrumen aktif pemerintah itu
berfungsi bukan terutama untuk mengarahkan dan memicu aktivitas rakyat,
melainkan lebih sebagai alat pembenaran atas segala tindakan pemerintah, yang
terbukti seringkali melanggar asas keadilan sosial itu sendiri.

Selain itu sifat perencanaan sebagai instrumen pasif Hukum Administrasi
ternyata hanya teknis semata-mata. Aspek sosial dan kemanusiaan terabaikan.
Dalam perencanaan rakyat tidak diarahkan untuk berinisiatif. Kesempatan untuk
mengembangkan diri praktis hanya bagi kaum mampu tertentu saja. Rakyat

dengan demikian hanyalah obyek pembangunan. Asas prioritas kepada kaum
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miskin tidak tampak sama sekali. Hal ini berarti, asas keadilan sosial benar-benar
telah terabaikan dalam pelaksanaan fungsi instrumental Hukum Administrasi ini.
6.1.5. Fungsi Pengayoman Huhum Administrasi

Di bidang pengayoman, Hukum Administrasi dalam upaya hukum
pemecahan masalah kemiskinan ini berfungsi terutama dalam hal pengayoman
pemerintahan dan perlindungan hukum. Di bidang pengayoman pemerintahan
berdasar asas kebebasan untuk mengungkapkan diri dan asas kesempatan yang
sama, faktor keterbukaan pemerintahan oleh pemerintah dan peranserta rakyat
dalam pemerintahan ity adalah faktor-faktor yang terutama mendukung upaya
hukum dalam pemecahan masalah kemiskinan. Sementara itu, perlindungan
hukum yang diperlukan oleh kaum miskin itu adalah perlindungan hukum
terhadap kekuasaan pemerintahan serta terhadap kekuasaan ekonomi, sesuai
dengan asas prioritas kepada kaum miskin,

Namun demikian dalam hal reksa pemerintahan, keterbukaan pemerintah
itu terbukti minim sekali. Rakyat dipandang tidak perlu tahu dalam pelbagai hal.
Hal ini berarti pula bahwa peranserta rakyat bukanlah sesuatu yang asasi dalam
rcksa pemerintahan. Pada gilirannya mekanisme kontrol, khususnya kontrol
demokratik melalui DPR maupun DPRD praktis tidak berjalan sebagaimana yang
seharusnya. DPR dan DPRD praktis bekerja di bawah bayang-bayang pemerintah.
Lembaga yang scharusnya diawasi, justru mengawasi lembaga yang seharusnya
mengawasinya.

Adapun tentang perlindungan hukum dari kekuasaan ekonomi, uraian bab
yang lalu mengemukakan bahwa kaum miskin yang memerlukan perlindungan
hukum ity terutama adalah kaum buruh dan petani, serta kaum marjinal yang
terbuang dari sistem sosial yang ada. Demikian pula dengan sektor pertanian yang,
memerlukan proteksi, baik terhadap kekuatan sektor sosial-ekonomi yang lain di
dalam negeri, maupun yang bersifat global. Akan tetapi terbukti pula bahwa

mereka merupakan anak tiri dalam penyelenggaraan pembangunan. Selanjutnya
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dalam hal perlindungan hukum dari kekuasaan pemerintahan juga terbukti
sangatlah memprihatinkan. Bahkan untuk kasus-kasus tertentu yang berkaitan
dengan masalah tindakan pemerintah yang bersifat sepihak yang bukan penetapan
terbukti tidak tersedia badan peradilan yang berfungsi sebagai wadah dalam
rangka perlindungan hukum ini.

Dengan demikian terbuktilah bahwa rakyat, khususnya rakyat kecil itu
berada di luar jangkauan pengayoman hukum. Dengan catatan kalau pengayoman
hukum itu memang benar-benar ada secara substansial.

6.1.6. Sistem Peradilan

Sehubungan dengan itu, kiranya sistem peradilan dengan pelbagai jenis
badan peradilan.itu mengandung sejumlah kelemahan yang hakiki sifatnya.
Dengan adanya pelbagai je;IiS badan peradilan dengan kompetensi absolutnya
masing-masing, hakim dapat menghindarkan diri dari kemungkinan mengadili
suatu perkara dengan cara menyatakan dirinya tidak kompeten mengadili suatu
kasus tertentu. Sekaligus hal ini berarti bahwa rakyat pencari keadilanJ harus
menduga-duga terlebih dahuly, ke badan peradilan manakah kasusnya akan paling
tepat diadili. Dengan kemungkinan kasusnya itu akan ditolak oleh badan
peradilan yang bersangkutan. Dengan demikian rakyat pencari keadilan akan
merasa ibarat bola pingpong yang dipukul ke sana kemari tanpa kepastian hukum.
Pada gilirannyalhal ini juga berarti bahwa tekad untuk menciptakan sistem
peradilan yang sederhana, cepat dan dengan beaya ringan itu semakin utopis
sifatnya.

Di samping itu terbukti pula bahwa banyak kasus, yang terkait dengan
tindakan sepihak pemerintah yang bukan penetapan seperti tersebut di atas, tidak
memiliki wadah perlindungan hukum sama sekali. Pemerintah dapat terbebas dari
tuntutan ataupun gugatan atas tindakannya (positif ataupun negatif), yang telah

menimbulkan kerugian bahkan penderitaan rakyat, terutama kaum miskin.
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Oleh karena itu perlu kiranya dilakukan penjajagan atas kemungkinan
diubahnya sistem peradilan, dari sistem multi badan peradilan ke sistem peradilan
tunggal. Setiap kasus, apapun jenis dan bentuknya, diperiksa dan diputus oleh
badan peradilan yang sama itu. Dengan demikian tidak akan ada lagi kasus yang
tidak tertangani di dalam rangka perlindungan hukum itu. Hal ini kiranya juga
selaras dengan sister badan peradilan menurut hukum adat. Artinya, kemungkin-

an sistem int rup:anya akan lebih familier bagi rakyat, khususnya rakyat kecil.

6.2. Rekomendasi
6.2.1. Permasalahan sekitar Perubahan Yuridis-Struktural

Dari uraian di atas tampaklah bahwa perlu dilakukan sejumiah perubahan
struktural yang bersifat mendasar di bidang hukum, khususnya Hukum Adminis-
trasi itu sendiri. Perubahan-perubaban tersebut meliputi: )

a. Perubahan mentalitas, dari pandangan tradisional yang feodal dan fatalistik itu
ke pandangan modemn yang demokratik dan rasional baik di kalangan pimpinan
pemerintah, aparat pemerintah (sipil maupun ABRI), maupun rakyat.

b. Dalam proses pembangunan, rakyat harus dipandang sebagai pelaku utama
pembangunan, sedangkan pemerintah harus lebih berperan sebagat jurumudi
serta fasilitator yang akomodatif sifamya.

c. Perlu suatu penghayatan dan pengamalan bahwa rakyat, termasuk kaum miskin
itu berhak untuk tahu permasalahan, karena peranserta rakyat itu asasi sifatnya
di dalam reksa pemerintahan itu sendiri. Selaras dengan itu, perlu dihayati dan
diamalkan pula bahwa kaum miskin itu adalah priontas utama pembangunan.

d. Perlu dikaji kemungkinan diintroduksikannya sistem badan pengadilan tunggal,
yang akan mengadili segala jenis kasus.

Selain permasalahan tersebut di atas, dari penelitian yang dilakukan dalam

rangka tulisan ini terangkap sejumlah permasalahan yang sebenarnya erat terkait
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dengan masalah pokok tulisan ini. Akan tetapi mengingat keterbatasan tematis
tulisan ini sendiri, permasalahan tersebut menjadi tidak terbahas. Oleh karena itu
permasalahan tersebut memerlukan pengkajian lebih lanjut. Permasalahan itu
adalah:

6.2.2. Permasalahan sekitar Negara Hukum

Fenomena Negara Hukum kiranya telah mengalami perkembangan lebih
jauh. Pada periode klasik, konsep Negara Hukum dipahami sebagai konsep
Nachtwachtersstaat. Peri-kehidupan sosial dan peri-kehidupan hukum sepenuh-
nya bertumpu pada asas kebebasan rakyat. Rakyat bebas sebebas-besamya untuk
mengungkapkan diri. Pemerintah bertugas semata-mata hanya untuk menjaga a gar
keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Dalam pertjalanan waktu konsep ini dinilai
tidak lagi memadai. Konsep sosialis dan konsep negara hukum modern menjadi
antitesis konsep negara hukum yang terdahutu. Dalam negara sosialis seluruh
kegiatan sosial dikontrol, bahkan diselenggarakan oleh pihak pemerintah.
Sementara itu dalam konsep negara hukum modern, pihak pemerintah dibéri
wewenang untuk ikut campur dalam peri-kehidupan sosial. Hal ini dilakukan
untuk menjamin terselenggaranya kesejahteraan sosial.

Akan tetapi, terjadi kecenderungan yang bermada negatif. Rakyat yang
mempunyai kemampuan yang lebih, terutama di bidang finansial berupaya untuk
senantiasa mempertahankan keuntungan (politis maupun ekonomis). Mereka
berusaha sejauh mungkin tetap memperbesar serta mengendalikan keuntungan
dan kekuatannya itu. Tidak jarang kaum berada ini mempergunakan wewenang
publik sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pribadinya. Di balik kepentingan
umum teronggok setumpuk kepentingan individual. Fenomena ini kiranya wajar,
sejauh tidak melanggar norma hukum dan kepentingan umum itu sendiri. Axtinya,
tidak ada nuansa penyalah-gunaan wewenang dan nepotisme di situ. Di lain pihak
pemerintah juga mempunyai kepentingan yang relatif paralel dengan kepentingan

kaum berada ini. Dalam rangka reksa kepentingan umum pemerintah berkepen-
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tingan untuk membina ketahanan ekonomi negéleludi samping reksa pembangunan
nasional itu sendiri. Dalam kerangka ini, kepentingan kaum miskin seringkali
menjadi terabaikan, bahkan terkorbankan. Pada titik inilah koreksi atas konsep
negara hukum modern perlu dilakukan. Pembangunan yang pada hakekatnya
adalah proses perubahan dan modernisasi, tidak jarang tidak mengikut-sertakan
kaum miskin, Pembangunan bahkan menciptakan kaum miskin yang baru. Tugas
pemerintah dalam mengupayakan kepentingan umum seringkali mengabaikan
tugas utamanya yang lain, yaitu tugas pengayoman hukum,

Erat dengan permasalahan di atas, ada pula kecenderungan negatif lain
sehubungan dengan masalah pembangunan. Pembangunan yang menitik-beratkan
pada aspek ekonomi, serta diiringi dengan stabilitas nasional yang diinterpretasi-
kan secara sempit yang mengarah pada pendekatan keamanan akan memunculkan
masalah hukum yang serius. Konsep negara kesejahteraan (welvaartsstaaf)
dengan demikian direksa seiring-sejalan dengan konsep negara kekuasaan
(machtsstaar), dan bukan dengan konsep negara hukum (rechisstaar). Akibatnyh,
unsur kekerasan dan penyalah-gunaan kekuasaan ‘akan cenderung diterapkan
dalam rangka mencapat tujuan pembangunan tersebut. ’

Fenomena ini kiranya memerlukan perhatian dan studi atau penelitian
khusus lebih lanijut guna menyusun suatu teori baru yang menyangkut konsep
negara hukum generasi yang ketiga. Suatu konsep negara hukum yang perduli
dengan kaum miskin, sekaligus mendorong kemandirian kaum berada, di dalam
era globalisasi ini. Bagt Indonesia, studi ataupun penelitian ini merupakan sesuatu
strategis sifatnya, mengingat bahwa Pembukaan Undang-Undang 1945 secara
tegas menunjukkan adanya supremasi hukum dalam susunan negara Republik
indonesia ini. Indonesta talah negara yang berdasar atas hukum (rechisstaar). Cita
hukum (Rechisidee) menguasai hukum dasar negara. Cita hukum ini mewajibkan
pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelibara budi pekerti

kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
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6.2.3. Permasalahan sekitar Kemiskinan Lingkungan Alam

Dalam pada itu, dalam uraian mengenai masalah pembangunan ataupun
modemisasi terungkap pula bahwa modernisasi itu bertujuan untuk memberi
kesejahteraan kepada umat manusia. Namun demikian, sekaligus memunculkan
bentuk kemiskinan dan pemiskinan yang baru. Pembangunan yang menghasilkan
produktivitas yang tinggi dan pendapatan yang merata masih dapat berada dalam
proses pemiskinan. Hal ini terjadi jika proses pembangunan tersebut tidak
memperdulikan da‘mpaknya terhadap lingkungan alam. Sumber-sumber alam
semakin terkuras dan rusak. Sementara proses kecepatan alamn untuk merehabilita-
si sumber-sumbernya itu lebih lambat daripada kecepatan proses perusakannya.
Padahal sumber-sumber alam itu merupakan salah satu faktor utama yang
menghasilkan pertummbuhan yang tinggi itu.

Masalah kemiskinan sebagai kesenjangan sosial yang dihubungkan dengan
fungsi Hukum (Administrasi) telah dicoba untuk dibahas dalam tulisan ini.
Namun masalah hukum terhadap gejala kemiskinan dan pemiskinan lingkungan
alam akibat ulah ekspansif manusia kiranya memerlukan perhatian pula. Dengan
demikian permasalahan hukum ini kiranya memerlukan studi khusus yang lebih
lanjut pula.

6.2.4. Permasalahan sekitar Aparat Keamanan

Permasalahan yang lain yang kiranya memerlukan studi yang lebih lanjut
pula adalah permasalahan yang erat terkait dengan inferpretasi mengenai makna
stabilitas nasior;ai yang sehat dan dinamis. Permasalahan itu berhubungan
langsung dengan aparat keamanan nasional. Pertu kiranya dikaji aspek-aspek
hukum tentang aparat keamanan ini, terutama unsur-unsur aparat teritorial dan
aparat kepolisian. Bagaimanakah status dan kedudukan, tugas dan wewenang, |
hubungan kerjasiama dan koordinasi di antara kedua aparat keamanan tersebut.
Pada gilirannya, bagaimana hubungan kedua aparat keamanan itu dengan aparat

sipil, khususnya aparat pemerintahan di daerah. Hal ini penting untuk menghapus-
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kan pelbagai ketidak-pastian hukum yang seringkali mewarnai pola kerjasama
antar aparat tersebut di atas.

Dalam pada itu perlu puia dikaji lebih lanjut tentang posist aparat kemanan
ini dalam rangka konsep pendekatan keamanan, yang pada hakekatnya merupakan
bagian konsep pendekatan hukum sebagai wltimum remedium, dalam pembangur}-

an dan kehidupan berbangsa dan bernegara itu sendiri.
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1984, tentang Pedoman Penctapan Ganti Rugi Pelaksanaan Pembebasan Tanah
1

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat [ Jawa Tengah Nomor 593.8/133/
1985, tentang Pedoman Penetapan Ganti Rugi Pelaksanaan Pembebasan Tanah

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Tengah Nomor 593.8/135/
1987, tentang Pedoman Penetapan Ganti Rugi Pelaksanaan Pembebasan Tanah

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Reg.No. 2263 K/PDT/1991
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Reg No. 650 PK/PDT/1994

Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Nomor 052/Td. TUN/III/1992, tentang
Tatacara Pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara

Fatwa Wakil Ketua Mahkamah Agung Mahkamah Agung Nomor 578/1320/88/11/
Um-TU/Pdt, tentang Lembaga Konsinyast



	Writing Band descriptors Task 1.pdf
	Writing Band descriptors Task 2.pdf



